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Menutup Jalan Bacaleg Mantan Koruptor

UPAYA Komisi Pemilihan
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Kan bahwa vang holeh men

calonkandin”

terpidana bandar narkoba,
kejahatan seksual terhadap
anak, atau korupsi” Terpida-
na maksudnya tentu saja su-
dah divonis pengadilan se-
cara hukum dan memiliki
kekuatan hukum tetap.
Semua eleman di negeri
Ini tentu sepakat, bahwa ke-
jahatan narkoba, kejahatan
seksual terhadap anak, dan
korupsi adalah tindak kejaha-
tan luar biasa. Yang dalam
jangka panjang mesti dilawan
dan diberantas bersama oleh
semua elemen anak negeri.
Termasuk menutup akses po-
litik dan pengambil kebijakan
bagi para mantan napi ketiga
jenis kejahatan luar biasa itu.
Korupsi menjadi ancaman
vang sangat serius dan masih
menjadi musuh utama negeri
ini pascareformasi. Selain
menjadi musuh negara,
korupsi juga mencederai hak

asasi manusia. Jika korupsi

yasih merajalela, maka akan

sangat sulit mewujudkan

.alah satu cita-cita kemer-

dekaan Indonesia yang ter-
maktub dalam UUD 1945.
Oleh karenanya, keputusan
kontroversial Bawaslu melo-
loskan bacaleg mantan napi
korupsi itu tak pelak meman-
tik reaksi penolakan publik
yang sangat keras. Bawaslu
dituding bukan saja tak peka
dengan upaya pemberatasan
korupsi, tetapi juga dinilai tak
memiliki komitmen untuk
mewujudkan pemilu bersih.
Suatu kondisi yang amat iro-
nis diciptakan menjadi pole-
mik di tengah gencarnya upaya
membersihkan negeri ini
dari pejabat-politisi korup.
Kita tentu sulit membay-
angkan, akan seperti apa
perwujudan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
itu jika para mantan napi
koruptor dengan bebas ber-
keliaran memiliki kekuasaan
politik, menjadi agen penting
pengambilan kebijakan publik,
dan lainnya di lembaga-lem-
baga penyelenggara negara.
Tiga pilar demokrasi peny-
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elenggaraan negara kita yang
terdiri dari eksekutif, legislatif,
dan yudikatif telah lama dan

banyak mengalami penya-

kit-penyakit kronis akibat pe-
rilaku korup para oknum yang
tak bertanggung jawab tentu
akan semakin lumat. Sehing-
ga pembangunan, kebijakan,
dan pelayanan publik tak ber-
jalan sesuai kebutuhan rakyat.
Tegasnya negeri kita sedang
darurat korupsi yang telah
lama merusak sendi-sendi
penyelenggaraan negara yang
jujur, bersih, dan berpihak
kepada kepentingan rakyat.
Baiklah, dalam konteks pan-
dangan hukum, mungkin
Bawaslu merasa bahwa argu-

- mentasi hukumnya diyakini
benarwalaupun menimbulkan

penolakan publik. Di mana,
Majelis Sidang adjudikasi
Bawaslu telah memaparkan
bahwa PKPU Nomor 20/2018
bertentangan-dengan pasal 28D
ayat3 UUD 1945 dan UU Pemilu.
Tetapi, pastinya adjudikasi itu
juga harus dikoreksi dan dilur-
uskan, agar tak menimbulkan
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polemik di masyarakat.
Perdebatan tentu tak akan
menyelesaikan masalah. Pemilu
legislatif 2019 memerlukan
kepastian hukum, sementara
tahapan penyvelenggaran ta-
hapan pemilu 209 terus ber-
jalan. Tak boleh ada kebuntu-
an pandangan dan sikap dalam
kasus ini. KPU dan Bawaslu
perlu duduk bersama dalam
forum tripartit dengan Dewan
Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP), tentu sangat
ditunggu semua pihak. Sehing-
ga, ada kepastian hukum dalam
_penyelenggaraan pemilu 2019.
~ Atas dasar mewujudkan
‘pemilu bersih dan mewlak
kan upaya pemberatasan
korupsi, semua pihak tentu
nberharap Bawaslu dengan

penuh kesadaran, dapat meng- -

oreksi keputusannya itu. Apa-
lagi PKPU tersebut masih sah
berlaku, karena belum di ba-

talkan Mahkamah Agung_ (MA).

- Terakhir, kita semua seba-
gai anak bangsa tentu sangat
yakin, bahwa upaya membe-
ratas korupsi sebagai tindak
kejahatan yang menciderai
hak asai manusia, tidak akan

- selesai jika hanva menyatakan

korupsi sebagai ancaman
terhadap prinsip-prinsip de-
mokrasi, akuntabilitas peny-
elenggara negara, termasuk
mengancam integritas dan
keututhan Indonesia sebagai
bangsa yang besar.

Karena itu, untuk membe-
rantasnya, salah satu caranya
adalah menutup seluruh jalan
bagi para koruptor agar tidak
menjadi pengambil kebijakan
dan menjadi penyelenggara
negara. Dan semua harus
vakin untuk bersepakat satu
suara, bahwa salah satu jalan
yang harus ditutup bagi para
koruptor itu dengan melarang-

nya mengikuti kontestasi po-
litik melalui pemilu. (*/ce3)
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